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TAHUN 2010 SERIE

NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME (HIV-AIDS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang a. bahwa perkembangan kasus HIV-AIDS
di Kota Cirebon yang semakin meningkat
dapat menimbulkan dampak buruk dan
luas terhadap berbagai aspek kehidupan
masyarakat, khususnya terhadap kesehatan
masyarakat, sosial ekonomi, politik,
pendidikan serta budaya masyarakat
pada umumnya, sehingga perlu diambil
langkah-langkah pencegahan dan
penanggulangan secara melembaga,
sistematis, komprehensif, partisipatif dan
berkesinambungan serta menyeluruh;

Mengingat

b.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus-Acquired Immune
Deficiency Syndrome (HIV-AIDS);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3698);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu05.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu022.pdf

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

10.

11.

12.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006
tentang Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22
Tahun 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan
HIV pada Darah Donor;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004
tentang Pencegahan dan Penanggulangan
HIV - AIDS di Tempat Kerja;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional Nomor
02/Per/Menko/Kesra/l/2007 tentang
Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV-
AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk
Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat
Adiktif Suntik;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional Nomor
07/Per/Menko/Kesra/lll/2007 tentang Strategi
Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia
Tahun 2007-2010;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Komisi
Pembentukan Penanggulangan AIDS dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka
Penanggulangan HIV - AIDS di Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS -ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV-AIDS).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
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